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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa aset wakaf yang muncul
akibat kelemahan administrasi masa lalu, khususnya terkait status kepemilikan
tanah yang tidak selaras antara klaim wakaf dengan hukum agraria nasional. Pokok
masalah  dalam  penelitian  ini  berfokus pada  perkara  Nomor
1787/Pdt.G/2024/PA.Sby, di mana terjadi sengketa antara ahli waris melawan
Nadzir badan hukum atas lahan yang telah dikembangkan menjadi aset produktif.
Permasalahan hukum muncul ketika ditemukan fakta bahwa objek sengketa
merupakan tanah negara, sehingga ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif
dinyatakan cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat kepemilikan mutlak (a/-
tamlik gabla al-tabarru’). Kondisi ini memaksa Nadzir untuk melakukan konversi
hak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) sebagai upaya penyelamatan aset dari
klaim ahli waris.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi
kasus (case study) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data
penelitian bersumber dari dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-
undangan, serta literatur terkait. Kerangka teori yang diajukan dalam skripsi ini
meliputi Teori Kepastian Hukum untuk menganalisis kekuatan pembuktian
sertifikat, Teori Perlindungan Hukum untuk membedah kedudukan Nadzir badan
hukum, serta Teori Kemanfaatan Hukum (Maslahah) untuk mengevaluasi dasar
pertimbangan hakim dalam mempertahankan keberlangsungan aset produktif demi
kepentingan masyarakat luas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran status hukum Nadzir dari
pengelola wakaf menjadi pemegang HGB merupakan langkah mitigasi risiko yang
sah menurut hukum untuk memperoleh kepastian hukum di atas tanah negara.
Majelis Hakim dalam putusannya menolak seluruh gugatan ahli waris dengan
pertimbangan bahwa kepastian hukum yang ditawarkan oleh sertifikat HGB harus
diutamakan guna memutus sengketa historis. Selain itu, hakim menerapkan
perlindungan hukum terhadap Nadzir badan hukum berdasarkan asas kemanfaatan,
mengingat aset tersebut telah memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat
melalui unit usaha produktif dan fasilitas sosial. Dengan demikian, konversi HGB
menjadi instrumen penyelamatan aset yang efektif bagi Nadzir dalam menghadapi
ketidakabsahan ikrar wakaf secara administratif.

Kata Kunci: Nadzir Badan Hukum, Konversi Aset, Wakaf Cacat, Hak Guna
Bangunan,



ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of waqf asset disputes arising
from past administrative weaknesses, particularly regarding land ownership status
that is inconsistent with national agrarian law. The main issue in this research
focuses on case No. 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby, a dispute between the heirs and the
legal entity Nadzir over land that had been developed into a productive asset. The
legal issue arose when it was discovered that the disputed object was state land, thus
declaring the waqf pledge made by the wagqif legally invalid due to the failure to
meet the requirements for absolute ownership (al-tamlik gabla al-tabarru'). This
situation forced the Nadzir to convert the land title to a Building Use Right (HGB)
in an effort to protect the asset from the heirs' claims.

The research method used is normative juridical, using a case study approach and
a statute approach. The research data is sourced from court decisions, laws and
regulations, and related literature. The theoretical framework proposed in this thesis
includes the Legal Certainty Theory to analyze the evidentiary power of certificates,
the Legal Protection Theory to examine the legal status of Nadzir (legal entity), and
the Legal Benefit Theory (Maslahah) to evaluate the judge's considerations in
maintaining the sustainability of productive assets for the benefit of the wider
community.

The results of the study indicate that shifting the legal status of Nadzir from waqf
manager to HGB holder is a legally valid risk mitigation measure to obtain legal
certainty over state land. The Panel of Judges in its decision rejected all claims by
the heirs, considering that the legal certainty offered by the HGB certificate must
be prioritized to resolve historical disputes. Furthermore, the judges applied legal
protection to Nadzir (legal entity) based on the principle of benefit, considering that
the assets have made a real contribution to the welfare of the community through
productive business units and social facilities. Thus, HGB conversion is an effective
asset preservation instrument for Nadzir in the face of the administrative invalidity
of waqf pledges.

Keywords: Nadzir Legal Entity, Asset Conversion, Defective Waqf, Building Use
Rights,
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wakaf merupakan instrumen hukum Islam yang memiliki peran strategis
dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan aset yang
berkelanjutan. Secara yuridis, eksistensi wakaf di Indonesia telah diperkuat melalui
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan landasan
bagi pengelolaan harta benda wakaf secara produktif. Kehadiran undang-undang
wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di
dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen
pemberdayaan potensi wakaf secara modern.! Undang-undang ini mengamanatkan
kepada Nadzir, baik perseorangan maupun badan hukum, untuk tidak hanya
menjaga aset secara fisik, tetapi juga mengembangkan nilai manfaatnya melalui
berbagai unit usaha komersial yang sejalan dengan prinsip syariah. Hal ini
mencakup investasi di sektor riil seperti pembangunan SPBU, sarana pendidikan,
hingga penyewaan ruko untuk kepentingan masyarakat luas.

Namun, tantangan besar muncul ketika pelaksanaan wakaf dihadapkan pada
ketidakpastian status kepemilikan tanah. Banyak aset yang dikelola secara turun-
temurun sebagai tanah wakaf ternyata memiliki cacat hukum pada asal-usulnya,
terutama terkait kepemilikan sah pithak Wakif. Dalam hukum Islam dan hukum

positif, syarat mutlak sahnya wakaf adalah adanya kepemilikan penuh dari pihak

!'Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. dan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanakan UU Nomor 41 Tahun 2004.



Wakif atas objek yang diwakafkan (al-tamlik qabla al-tabarru’).? Permasalahan
yuridis menjadi sangat kompleks ketika tanah yang diklaim sebagai wakaf secara
historis ternyata merupakan Tanah Negara atau tanah dengan alas hak lama
(Eigendom Verponding) yang telah berakhir kekuatannya. Dalam kondisi demikian,
negara memegang kewenangan publik atas tanah tersebut di bawah Hak Menguasai
Negara (HMN), sehingga Wakif tidak memiliki dasar hukum privat untuk
melakukan perbuatan wakaf.?

Kasus nyata yang menggambarkan kompleksitas ini adalah Putusan
Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby. Poin krusial yang
menjadi keunikan yurisprudensi ini adalah sikap Majelis Hakim yang tetap
melindungi posisi Nadzir badan hukum. Meskipun wakafnya dinyatakan tidak sah,
Nadzir telah melakukan langkah penyelamatan aset melalui perolehan Sertifikat
Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Yayasan. Majelis Hakim menolak seluruh
gugatan ahli waris dan mempertahankan Nadzir dengan pertimbangan bahwa
langkah konversi menjadi HGB memberikan kepastian hukum dan Nadzir telah
terbukti berhasil melakukan pengelolaan produktif yang bermanfaat bagi
kepentingan umum. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas
hukum dari aspek keabsahan asal-usul wakaf menuju aspek legalitas formal dan

profesionalisme pengelolaan aset produktif.

2 Siska Lis Sulistiani, Pembaruan Hukum Waqaf di Indonesia, (Bandung: PT. Refika
Aditama, 2017), hlm. 60

3 Bahari S, Sinaga M. P. P. M., Mbunai L. O., Putri Z. M., “Rekonstruksi Pemaknaan Hak
Menguasai Negara Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 19457, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 42.



Penelitian ini dilakukan karena terdapat kesenjangan (research gap) dalam
literatur terdahulu. Mayoritas kajian mengenai perlindungan Nadzir umumnya
berangkat dari asumsi bahwa wakaf tersebut sah secara syariah namun digugat
karena kendala administratif. Sangat sedikit penelitian yang membedah bagaimana
perlindungan hukum diberikan kepada Nadzir yang justru mengelola aset wakaf
yang terbukti cacat hukum sejak awal melalui mekanisme konversi menjadi HGB
di atas tanah negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul: “Perlindungan Nadzir Badan Hukum Atas Konversi Aset Wakaf

Cacat Menjadi Hak Guna Bangunan: Studi Putusan No. 1787/Pdt.G/2024/PA. Sby”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan PA Surabaya No. 1787/PDT.G/2024/PA.SBY
menggeser status hukum Nadzir Badan Hukum dari pengelola wakaf
menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB), ditinjau dari cacatnya ikrar
wakaf dan legalitas Tanah Negara?

2. Bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hukum Nadzir
Badan Hukum dalam kapasitasnya sebagai pemegang HGB untuk
mengamankan aset produktif di atas tanah di tengah sengketa komersialisasi

dan tuntutan penggantian Nadzir?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan

penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1.

Untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana putusan PA Surabaya No.
1787/PDT.G/2024/PA.SBY menggeser status hukum Nadzir Badan Hukum
dari pengelola wakaf menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB),
ditinjau dari cacatnya ikrar wakaf dan legalitas Tanah Negara.

Untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana implikasi putusan tersebut
terhadap perlindungan hukum Nadzir Badan Hukum dalam kapasitasnya
sebagai pemegang HGB untuk mengamankan aset produktif di atas tanah di

tengah sengketa komersialisasi dan tuntutan penggantian Nadzir.

Setelah tercapainya tujuan penelitian maka penelitian ini akan mempunyai

nilai kegunaan. Adapun kegunaan yang diharapkan sehubungan dengan

penelitian ini sebagai berikut:

1.

Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial pada
pengembangan dua disiplin ilmu hukum utama, yaitu Hukum Wakaf
(Hukum Islam) dan Hukum Tanah/Agraria.

Secara Praktis

Harapannya penelitian ini dapat menyediakan rekomendasi strategis dan
panduan hukum yang jelas bagi Nadzir Badan Hukum mengenai langkah-
langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan dan melegalisasi aset

wakaf yang berisiko sengketa atau tergolong cacat hukum asal melalui



mekanisme hukum pertanahan nasional (seperti permohonan HGB atau hak

lainnya).

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan, dalam penelitian ini akan dicantumkan
beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka dengan penelitian
serupa. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung berfokus pada sertifikasi tanah
wakaf menjadi hak milik dan perlindungan aset yang sah, namun masih sangat
sedikit yang secara spesifik membedah fenomena transformasi tanah wakaf
bermasalah menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Meskipun demikian, literatur
tersebut tetap relevan sebagai telaah pustaka karena memberikan fondasi teori
mengenai instrumen perlindungan Nadzir, baik secara administratif melalui
sertifikasi BPN maupun secara formal melalui dokumen legal.

Penelitian berjudul Perlindungan Hukum Bagi Nadzir Dalam Perspektif
Hukum Perwakafan Di Indonesia (2025) oleh Pratiwi, Sudirman, dan Sailellah
dalam Journal of Innovation Research and Knowledge secara umum membahas
tentang instrumen perlindungan hukum bagi Nadzir dalam mengelola aset wakaf
menurut regulasi di Indonesia, yang mencakup aspek administratif melalui
sertifikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), perlindungan hukum formal
melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Memorandum of Understanding (MoU),
serta peran pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Perbedaan mendasar
antara penelitian dalam jurnal tersebut dengan penelitian ini terletak pada status
keabsahan perbuatan wakaf dan jenis hak atas tanah yang dikonversi. Jurnal

tersebut meninjau perlindungan Nadzir pada objek yang diasumsikan sebagai



wakaf yang sah secara syariah namun digugat karena celah administrasi,
sementara penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena menganalisis kasus
di mana ikrar wakaf dinyatakan cacat atau tidak sah oleh hakim karena objeknya
terbukti sebagai milik negara, namun posisi Nadzir tetap dilindungi melalui
instrumen Hak Guna Bangunan (HGB).*

Selanjutnya dari Syaifullah, Muttaqien, dan Hasbillah dalam penelitiannya
yang berjudul Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nadzir Berbadan Hukum
(2022) pada jurnal Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat,
mengkaji model pengembangan wakaf produktif oleh Nadzir berbadan hukum
melalui pendekatan manajemen korporasi modern dengan studi kasus pada
Yayasan Global Wakaf ACT. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih
menitikberatkan pada mekanisme bisnis internal dan dampak sosial-ekonomi dari
model wakaf korporasi secara umum, sementara penelitian ini secara spesifik
membedah anomali hukum terkait perlindungan Nadzir saat terjadi konversi aset
wakaf yang cacat menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) akibat status tanah
negara.’

Kemudian Nuridin, dan Hidayat dalam penelitiannya yang berjudul Analisis
Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Peran

Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor

4 Pratiwi, I. E., M. Sudirman, Sailellah, S., “Perlindungan Hukum Bagi Nadzir Dalam
Perspektif Hukum Perwakafan Di Indonesia”, Journal of Innovation Research and Knowledge Vol .4,
No.10, 2025, hlm. 7865-7872.

5 Syaifullah, H., Muttagien, M. K., Hasbillah, M. F. N., “Pengembangan Wakaf Produktif
Oleh Nadzir Berbadan Hukum”, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol. 5,
No. 2, 2022, hlm. 276-289.



20/Pdt.G/2023/PN Msb (2024) menganalisis implementasi Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 terhadap peran strategis Nadzir dalam mengelola serta
menjaga aset keagamaan melalui studi kasus Putusan Perkara Nomor
20/Pdt.G/2023/PN Msb yang melibatkan konflik penyerobotan tanah wakaf.
Adapun perbedaannya, penelitian tersebut membahas sengketa penyerobotan
pada wakaf yang diasumsikan memiliki legalitas awal yang sah, sementara
penelitian ini lebih spesifik mengkaji anomali hukum mengenai transformasi
status hukum dari pengelola wakaf menjadi pemegang Hak Guna Bangunan
(HGB) sebagai bentuk perlindungan bagi Nadzir badan hukum ketika ikrar
wakafnya dinyatakan cacat karena objeknya merupakan tanah milik negara.®
Berikutnya ada penelitian berjudul Analisis Yuridis Wakaf Tanah Negara
dalam Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Wakaf (2025) oleh Herlindah,
Medaline, Maulana, dan Daud dalam jurnal Peradaban Journal of Law and
Society mengkaji konflik norma praktik wakaf di atas tanah negara yang secara
hukum tidak memenuhi syarat kepemilikan mutlak wakif. Korelasinya sangat kuat
karena menyediakan dasar yuridis mengenai ketidaksahan ikrar wakaf objek tanah
negara, selaras dengan pertimbangan hakim dalam Putusan PA Surabaya No.
1787/Pdt.G/2024/PA.Sby. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada
analisis teoritis dan usulan pemberian hak milik sebelum wakaf, sementara

penelitian ini lebih spesifik menganalisis perlindungan hukum Nadzir melalui

¢ Nuridin, N., & Hidayat, Y. “Analisis Implementasi Undang-Undang Wakaf Nomor 41
Tahun 2004 Terhadap Peran Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor
20/Pdt.G/2023/PN Msb”, Unes Law Review Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 7968-7979.



transformasi status menjadi pemegang HGB sebagai instrumen penyelamatan aset
produktif.’

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Fitri Rahmadhani dari Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yang berjudul
Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Antara Ahli Waris Dan Nadzir Wakaf Di
Masjid Al-Muttaqin Dusun Jawi-Jawi Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
Perspektif Hukum Islam (2024) membahas tentang penyelesaian sengketa tanah
wakaf antara ahli waris dan nadzir di Kabupaten Kampar yang disebabkan oleh
klaim kepemilikan kembali serta kurangnya bukti administrasi resmi.
Perbedaannya dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut berfokus pada mediasi
dan penyelesaian konflik atas aset yang dianggap sebagai wakaf sah secara syariat,
sementara penelitian ini secara spesifik menganalisis perlindungan hukum nadzir
melalui transformasi status aset setelah ikrarnya dinyatakan cacat lalu menjadi
Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah milik negara.®

Lalu Faidah Ardlina dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Gresik dalam skripsinya yang berjudul Analisis Yuridis Pembatalan Ikrar Wakaf
Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2018/PAJT)
(2020) membahas tentang analisis yuridis mengenai pembatalan akta ikrar wakaf

di Pengadilan Agama karena adanya cacat hukum pada subjek hukum (wakif)

7 Herlindah, Medaline, O., Maulana, 1., Daud, A. H., “Analisis Yuridis Wakaf Tanah Negara
dalam Perspektif Hukum Agraria dan Hukum Wakaf”, Peradaban Journal of Law and Society, Vol.
4, 2025, him. 72-88.

8 Fitri Rahmadhani, Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Antara Ahli Waris Dan Nadzir
Wakaf Di Masjid Al-Muttagin Dusun Jawi-Jawi Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perspektif
Hukum Islam, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024.



yang tidak memenuhi syarat kepemilikan bersih atas tanah yang diwakafkan.
Perbedaannya dengan penelitian ini adalah skripsi tersebut berfokus pada
prosedur pembatalan ikrar wakaf akibat ketidakterpenuhan unsur materiil wakif
dan kesalahan dalam menarik pihak tergugat (error in persona), sedangkan
penelitian ini secara spesifik mengkaji perlindungan bagi Nadzir badan hukum
melalui transformasi status hukum aset yang cacat menjadi Hak Guna Bangunan
(HGB) di atas tanah milik negara.’

Terakhir ada skripsi Muhamad Igbal dari Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul Pertimbangan Hakim Tentang
Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Atas Tanah Milik Perspektif Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2024) membahas pertimbangan hakim
dalam memutus pembatalan Akta Ikrar Wakaf akibat ketidaksahan objek wakaf
karena tidak adanya hubungan hukum kepemilikan yang konkret antara wakif
dengan tanah yang diwakafkan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah skripsi
tersebut berfokus pada analisis yuridis mengenai tidak terpenuhinya syarat sah
wakaf yang berakibat pada pembatalan akta, sedangkan penelitian ini lebih
spesifik mengkaji perlindungan hukum bagi Nadzir badan hukum melalui
transformasi status hukum menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB)

sebagai instrumen penyelamatan aset produktif di atas tanah negara. '°

9 Faidah Ardlina, Analisis Yuridis Pembatalan Ikrar Wakaf Pada Pengadilan Agama (Studi
Kasus Putusan Nomor 1849/Pdt.G/2018/PAJT), Skripsi, Gresik: Universitas Muhammadiyah
Gresik, 2020.

19 Muhamad Iqbal, Pertimbangan Hakim Tentang Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Atas Tanah
Milik Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Skripsi, Malang:
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.



E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai
landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain
untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk
mengkaji permasalahan. Tentang hal ini, Jujun S. Soerya Sumantri, di bukunya
menuliskan bahwa pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan
menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji
persoalan agar mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini dapat
mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan
permasalahan.!! Maka dari pendapat di atas, di dalam penelitian ini ada beberapa
teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun
teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, awal
mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori
hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato,

Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).'> Menurut aliran

hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang

bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh

dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

"' Jujun S.Soeryasumantri. Filsafat llmu Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Sinar
Harapan, 1978), him. 316.

12 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 53.
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adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan
manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Dengan hadirnya
hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan
dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan
antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya
sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal
mungkin.

Dalam penelitian ini, Teori Perlindungan Hukum berfungsi sebagai
pisau analisis untuk mengkaji bagaimana hukum mengintegrasikan
benturan kepentingan antara ahli waris yang menuntut hak historis dengan
Nadzir badan hukum yang memegang legalitas formal. Dalam konteks
Putusan PA Surabaya Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby, teori ini digunakan
untuk membedah peran negara dalam memberikan perlindungan
administratif melalui Sertifikat HGB sebagai instrumen untuk menekan
konflik dan menjamin keamanan Nadzir dalam mengelola aset produktif.
2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertukusumo dalam bukunya yang berjudul
Mengenal Hukum mengatakan, kepastian hukum merupakan sebuah
jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.'
Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty,1999), him 145.
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menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu
peraturan yang harus ditaati.'

Teori Kepastian Hukum sangat relevan dengan penelitian ini karena
berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis kedudukan Sertifikat Hak
Guna Bangunan (HGB) sebagai jaminan hukum atas penguasaan tanah
negara oleh Nadzir badan hukum. Dalam konteks Putusan PA Surabaya
Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby, teori ini digunakan untuk membedah
bagaimana aspek yuridis dari dokumen formal yang diterbitkan oleh instansi
berwenang (BPN) memberikan kepastian bagi Nadzir untuk menjalankan
fungsinya tanpa hambatan klaim historis yang tidak memiliki legalitas kuat.

3. Teori Keadilan

Hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan keadilan, di mana
hukum sejatinya harus dipandu oleh nilai keadilan agar memiliki
kebermaknaan substantif, mengingat tujuan hukum adalah memberikan
kegunaan nyata bagi masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak
dapat dibentuk secara parsial tanpa mempertimbangkan prinsip
kemanfaatan, karena keadilan yang hakiki senantiasa berpedoman pada
kepentingan bangsa dan negara. Prinsip-prinsip tersebut merupakan refleksi
dari keyakinan masyarakat akan kehidupan yang ideal, sejalan dengan
pandangan Darji Darmodiharjo dan Shidarta yang mengutip pemikiran
Jeremy Bentham, bahwa tujuan negara dan hukum adalah untuk

mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi jumlah orang yang

14 Asikin Zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
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terbanyak (the greatest happiness of the greatest number)." Prinsip—prinsip
tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara,
yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu
kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai

kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.'®

Penerapan Teori Utilitarianisme dalam penelitian ini terletak pada
pertimbangan Majelis Hakim yang secara berani mengedepankan aspek
kemanfaatan dan kemaslahatan publik di atas keadilan prosedural semata.
Meskipun secara hukum formal ikrar wakaf Kyai Daris dinyatakan tidak sah
karena objeknya merupakan tanah negara, namun memaksakan
pengembalian aset tersebut kepada ahli waris dianggap akan mencederai
rasa keadilan dan mengurangi nilai kegunaan (utility) bagi masyarakat luas.
Sebagaimana dijelaskan dalam literatur filsafat hukum nasional, hakim
memandang bahwa mempertahankan eksistensi pengelolaan produktif oleh
Yayasan Darul Hikmah memberikan agregat kebahagiaan dan manfaat yang
lebih besar bagi komunitas yang selama ini telah terlayani, dibandingkan
jika harus mengikuti kekakuan prosedur yang justru menghilangkan

manfaat sosial tersebut.

4. Teori Kemanfaatan

15 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).

16 M. Agus Santoso, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, (Jakarta:
Kencana, 2014), hlm. 91.
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Teori kemanfaatan atau doelmatigheid merupakan salah satu tujuan
hukum utama yang menekankan bahwa keberadaan hukum harus mampu
memberikan kegunaan atau manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagaimana
dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo dalam mengutip pemikiran Gustav
Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan, di mana dalam kondisi tertentu hakim harus
mengedepankan aspek kemanfaatan agar hukum tidak kehilangan
maknanya.!” Dalam khazanah hukum Islam, konsep ini dikenal sebagai
Maslahah, yakni segala bentuk upaya untuk mewujudkan kemaslahatan
serta menolak kemudaratan demi memelihara tujuan syariat (Magasid al-
Syari’ah). Secara filosofis, teori ini menuntut agar setiap produk hukum,
termasuk putusan hakim, tidak hanya terpaku pada keadilan formal yang
kaku, melainkan harus mempertimbangkan dampak sosiologis dan ekonomi

yang dihasilkan agar selaras dengan prinsip kesejahteraan umum.

Dalam penelitian ini, teori kemanfaatan digunakan sebagai pisau
analisis untuk membedah dasar pertimbangan hakim dalam
mempertahankan kedudukan Nadzir Badan Hukum atas pengelolaan aset
produktif meskipun ditemukan cacat administratif pada ikrar wakafnya.
Implementasi teori 1ini terlihat ketika hakim memprioritaskan
keberlangsungan fungsi sosial dan ekonomi dari fasilitas publik seperti
masjid, sekolah, dan unit usaha yang telah mapan di atas kepentingan privat

ahli waris. Dengan demikian, teori kemanfaatan berfungsi untuk

17 Satjipto Rahardjo, llmu Hukum.
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menjustifikasi bahwa perlindungan hukum terhadap konversi Hak Guna
Bangunan (HGB) oleh Nadzir adalah langkah yang tepat secara hukum demi
menjaga kemaslahatan umat dan stabilitas manfaat harta benda yang telah

didedikasikan bagi kepentingan masyarakat luas.

Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.'® Metode penelitian juga cara atau prosedur

ilmiah yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan

menginterpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian, memecahkan

masalah, atau mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan logika, fakta

empiris, dan langkah-langkah yang terukur agar hasil penelitian valid dan dapat

dipercaya. Oleh karena itu, penyusun dalam melakukan penelitian ini akan

menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan  jenis penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum doktrinal karena kajian penelitian ini
difokuskan pada analisis terhadap bahan pustaka, yaitu putusan hakim.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena difokuskan pada upaya untuk

memahami secara mendalam makna, penalaran, dan pertimbangan hukum

him. 1.

18 Dr, Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),
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di balik sebuah fenomena hukum yang kompleks, bukan untuk menguji
hipotesis atau melakukan perhitungan statistik.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) atau
studi putusan dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara membedah pertimbangkan hukum
hakim pada putusan tersebut untuk memahami alasan putusan tersebut.
Sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meninjau
sinkronisasi antara satu peraturan dengan peraturan lain.
4. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama
yang diolah secara kualitatif untuk penelitian ini yaitu:
a. Data Primer
Sumber data utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan
menjadi objek utama dalam analisis penelitian ini adalah Putusan
Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby yang
memuat fakta-fakta persidangan, pertimbangan hukum hakim, serta
amar putusan terkait sengketa wakaf antara ahli waris Kyai Daris dan
Yayasan Darul Hikmah. Selain itu, bahan hukum primer mencakup
dokumen hukum yang tercantum dalam perkara tersebut, seperti
Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 465 atas nama
Yayasan Darul Hikmah, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakat (APAIW)

Nomor W-3/43/07/1992, serta peraturan perundang-undangan
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terkait seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf dan peraturan di bidang agraria atau pertanahan yang
mengatur mengenai pemberian hak atas tanah negara.
b. Data Sekunder
Sumber ini meliputi literatur ilmiah berupa buku-buku teks hukum
perwakafan dan hukum agraria, jurnal hukum yang relevan dengan
topik perlindungan Nadzir dan konversi aset, juga hasil penelitian
terdahulu yang berkaitan dengan manajemen wakaf produktif oleh
badan hukum atau putusan-putusan dari kasus yang serupa.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian hukum
normatif ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (/ibrary
research). Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasi,
dan menelaah secara mendalam berbagai bahan hukum tertulis yang
memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian.
6. Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Melalui teknik
ini, peneliti mengolah data yang telah dikumpulkan dari Putusan Pengadilan
Agama Surabaya Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby dengan cara
menguraikan secara sistematis dan mendalam, kemudian memberikan
interpretasi hukum guna menarik kesimpulan yang logis mengenai isu

dalam penelitian ini.
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G. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi penjelasan mengenai fondasi dasar penelitian yang dimulai dari
latar belakang masalah mengenai fenomena sengketa antara ahli waris dan
Nadzir lalu disusunlah rumusan masalah yang menitikberatkan pada dasar
pertimbangan hakim mengenai keabsahan wakaf dan bentuk perlindungan
hukum bagi Nadzir. Termuat juga tujuan penelitian, manfaat penelitian secara
teoritis dan praktis, telaah pustaka untuk menunjukkan kebaruan studi, serta
kerangka teoritik yang menggabungkan hukum perwakafan dan hukum agraria.
Bagian akhir bab ini menguraikan metode penelitian hukum normatif yang
bersifat kualitatif serta sistematika pembahasan secara menyeluruh.

Bab II menyajikan tinjauan umum tentang kerangka regulasi dan konsep
dasar yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian untuk menguraikan
konsep wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, termasuk
syarat sah wakaf di mana wakif wajib merupakan pemilik sah atas harta benda
yang diwakafkan. Selain itu, dibahas pula tinjauan mengenai hukum agraria
nasional yang mencakup kedudukan Tanah Negara dan legalitas Hak Guna
Bangunan (HGB) sebagai hak atas tanah bagi badan hukum. Bab ini
memberikan batasan yuridis mengenai bagaimana hak kebendaan nasional
bersinggungan dengan status aset dalam hukum perwakafan.

Bab Il memaparkan gambaran umum berupa data objektif terkait Putusan
Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1787/Pdt.G/2024/PA.Sby. Bab ini
mendeskripsikan identitas para pihak, kronologi klaim wakaf seluas

+13.000m? yang didasarkan pada alas hak Eigendom Verponding No. 7159,

18



serta fakta menyusutnya luas tanah menjadi 9.359m? setelah terbitnya HGB.
Selain itu, diuraikan dinamika pengelolaan produktif oleh Yayasan Darul
Hikmah yang mencakup pembangunan SPBU, ruko, dan sarana pendidikan di
atas lahan yang disengketakan tersebut

Bab IV adalah pembahasan yang merupakan inti analisis yang menjawab
dua rumusan masalah utama dalam skripsi ini. Sub-bab pertama menganalisis
dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan wakaf Kyai
Daris tidak sah secara hukum karena objeknya terbukti merupakan tanah milik
negara dan bukan milik wakif. Sub-bab kedua mengkaji bentuk perlindungan
hukum bagi Nadzir badan hukum, di mana Majelis Hakim menolak gugatan
pembatalan Nadzir dengan mempertimbangkan keberadaan sertifikat HGB
sebagai bukti kepastian hukum serta keberhasilan Nadzir dalam mengelola aset
secara produktif demi kemaslahatan masyarakat.

Bab V adalah penutup yang menyajikan kesimpulan akhir dan saran
berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan menekankan
bahwa perlindungan hukum bagi Nadzir badan hukum dalam kasus aset wakaf
yang cacat dapat dicapai melalui legitimasi hak formal berupa Hak Guna
Bangunan (HGB). Sebagai penutup, bab ini memberikan saran praktis bagi
lembaga terkait seperti BPN dan BWI, serta bagi masyarakat luas mengenai
pentingnya memverifikasi status kepemilikan tanah sebelum melakukan ikrar

wakaf guna mencegah timbulnya sengketa di masa depan.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya mengenai Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
1787/Pdt.G/2024/PA.Sby, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Analisis Pergeseran Status Hukum Nadzir

Pergeseran status hukum Nadzir Badan Hukum dari pengelola wakaf
menjadi pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) merupakan konsekuensi
yuridis dari ditemukannya cacat pada ikrar wakaf. Secara Teori Keadilan,
pergeseran ini menjamin hak penguasaan yang adil bagi pengelola yang
telah mengabdi puluhan tahun di atas tanah yang ternyata berstatus Tanah
Negara. Penolakan terhadap klaim wakaf historis yang tidak memiliki
landasan kepemilikan mutlak (al-tamlik gabla al-tabarru') dilakukan demi
menegakkan Teori Kepastian Hukum, di mana legalitas pendaftaran tanah
melalui instrumen HGB dianggap lebih superior dibandingkan klaim lisan
atau administratif yang cacat. Melalui Teori Perlindungan Hukum, langkah
konversi ini dipandang sebagai bentuk perlindungan preventif dari negara
terhadap Nadzir Badan Hukum agar terhindar dari ketidakpastian status
objek sengketa yang dapat mengancam eksistensi pengelolaan aset di masa

depan.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dan Perlindungan Aset
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Pertimbangan Majelis Hakim dalam memenangkan Nadzir Badan Hukum
sangat kental dengan penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Maslahah).
Hakim memandang bahwa hukum tidak boleh hanya terpaku pada teks
formalitas wakaf yang cacat, melainkan harus melihat kemanfaatan nyata
yang dihasilkan. Perlindungan hukum diberikan kepada Nadzir karena
terbukti telah mengelola aset tersebut secara produktif menjadi SPBU, ruko,
dan fasilitas pendidikan yang memberikan manfaat ekonomi serta sosial
bagi kesejahteraan masyarakat luas. Dengan mempertahankan Nadzir
Badan Hukum sebagai pemegang HGB, hakim telah menempatkan nilai
kemanfaatan publik di atas kepentingan privat ahli waris, sehingga tujuan
utama wakaf untuk kemaslahatan umat tetap terjaga meskipun terjadi

transformasi bentuk hukum dari wakaf menjadi hak guna bangunan.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi Nadzir Badan Hukum: Nadzir yang mengelola aset wakaf namun
terkendala status tanah yang belum bersertifikat milik (seperti tanah
negara atau tanah hak pengelolaan) disarankan untuk proaktif
melakukan legalisasi aset melalui instrumen hak atas tanah (seperti
HGB atau HP). Hal ini penting sebagai langkah preventif untuk
menghindari gugatan ahli waris di masa depan dan menjamin keamanan
operasional unit-unit wakaf produktif yang dikelola.
2. Bagi Pembuat Kebijakan (Kementerian Agama dan BPN): Perlu adanya

regulasi yang lebih sinkron mengenai prosedur ‘wakaf di atas tanah
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negara’ atau tanah yang belum bersertifikat. Pemerintah sebaiknya
memfasilitasi kemudahan konversi dari penguasaan fisik nadzir
menjadi hak formal yang diakui negara tanpa menghilangkan esensi
kemanfaatan wakafnya, sehingga aset-aset sosial keagamaan tidak
mudah digugat oleh pihak lain akibat kelemahan administratif masa
lalu.

. Bagi Masyarakat dan Wakif: Dalam melakukan ibadah wakaf, sangat
penting untuk memastikan legalitas kepemilikan aset (alas hak) telah
sesuai dengan hukum agraria nasional sebelum dilakukan ikrar wakaf.
Hal ini bertujuan agar niat mulia wakif untuk memberikan manfaat
abadi tidak terhambat oleh sengketa hukum di kemudian hari akibat

cacat kepemilikan objek.
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